BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Alasan isteri sebagai korban kekerasan mencabut laporan/aduannya atau
tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, meskipun ada kencenderungan
kekerasan tersebut akan terjadi kembali yaitu karena ketergantungan secara
emos dan ketergantungan secara ekonomi, korban belum berdaya dalam
menentukan sikap dan menerima resiko-resiko bila laporannya dilanjutkan
atau tidak dicabut. Kasus kekerasan terhadap isteri yang dilaporkan pada
UPPA Polres Gunungkidul banyak yang dicabut aduannya atau |aporannya
oleh korban, sehingga jumlah perkara kasus kekerasan terhadap isteri di
Pengadilan Negeri Wonosari dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
jumlahnya hanya 5 perkara, dan putusannya yaitu pidana penjara kurang
dari 1 tahun yaitu 3 bulan pidana penjara dan tidak ada intervensi konseling
perubahan perilaku kepada pelaku kekerasan.

2. Alasan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling
perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri
daam rumah tangga karena belum adanya tuntutan dari Jaksa yang
menggunakan Pasal 50 huruf b dan hakim juga belum mengetahui lembaga
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mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku
kekerasan.
B. Saran
Berdasarkan hasil temuan-temuan dalam penelitian, berikut ini saran/
usulan untuk dapat ditindaklanjuti dari instansi/lembagaterkait sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga
lebih jelas dan dapat diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul dalam upaya memberikan layanan konseling pada pelaku yang
dapat dilaksanakan oleh P2TP2A Berjgaring Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BPMPKB Kabupaten
Gunungkidul dan bekerjasama dengan Rifka Annisa perlu melakukan
sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa
dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling
bagi pelaku kekerasan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera memfasilitasi
terwujudnya P2TP2A Berjgjaring yang mampu memberikan layanan kepada
korban maupun pelaku kekerasan.

4. P2TP2A Berjgaring Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun standar
operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan
proses konseling bagi suami sebaga pelaku kekerasan yang sifatnya
mandatory maupun voluntary.

5. BPPM DIY diharapkan melakukan akreditasi lembaga layanan konseling

bagi korban dan pelaku untuk wilayah Daerah Istimewa Y ogyakarta.
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6. P2TP2A Berjgaring Kabupaten Gunungkidul lebih aktif melakukan
koordinas dengan UPPA Polres Gunungkidul dan Rifka Annisa dalam
pelayanan konseling bagi pelaku kekerasan yang aduan atau laporan isteri
sebagai korban ada kecenderungan akan dicabut, sehingga sebelum dicabut

ada intervens bagi suami sebagai pelaku kekerasan.
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